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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

             Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan dalam Mencegah Perkawinan yang Tidak 

Tercatat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1.      Praktik pernikahan siri di Kecamatan Koto XI Tarusan dipengaruhi oleh 

dua kelompok faktor utama, yaitu faktor internal yang bersumber dari 

dalam diri pelaku dan faktor eksternal dari lingkungan sosial. Faktor 

internal meliputi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, 

pandangan tradisional yang menganggap keabsahan agama sudah 

cukup tanpa memerlukan legalitas negara, keterbatasan finansial, kasus 

kehamilan di luar nikah, ketidaklengkapan dokumen kependudukan 

(seperti belum memiliki Akta Cerai resmi), hambatan aturan batas usia 

minimum pernikahan (UU No. 16 Tahun 2019), ketiadaan restu orang 

tua, serta kekhawatiran timbulnya fitnah masyarakat. Sementara itu, 

faktor eksternal mencakup tingginya tuntutan biaya pesta perhelatan 

adat (baralek), anggapan bahwa birokrasi KUA terkesan rumit dan 

mahal, persepsi ketatnya syarat administratif, serta masih terbukanya 

akses fasilitasi akad nikah di bawah tangan oleh oknum tokoh 

keagamaan informal. 

2.   Dalam membendung dan menekan tingginya angka nikah siri, KUA 

Kecamatan Koto XI Tarusan telah mengupayakan serangkaian langkah 

preventif, edukatif, dan administratif secara terpadu. Langkah-langkah 

tersebut meliputi tindakan penginventarisasian data warga pelaku 

nikah siri, penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan hukum keluarga 

hingga level nagari (melalui program Sapa Nagari dan KUA Masuk 

Sekolah), kewajiban Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi seluruh 

calon pengantin, penyediaan ruang konsultasi dan mediasi perkawinan 



 

 

 

 

91 

 

 

 

gratis, penyederhanaan serta transparansi pendaftaran nikah berbasis 

digitalisasi SIMKAH, kerja sama strategis dengan Pemerintah Nagari 

dan tokoh adat (Niniak Mamak), edukasi risiko hilangnya hak 

keperdataan perempuan dan anak, serta penguatan ketahanan rumah 

tangga lewat program Pembinaan Keluarga Sakinah. 

3.     Pelaksanaan fungsi pencegahan oleh KUA Koto XI Tarusan di lapangan 

masih dihadapkan pada berbagai bentuk hambatan struktural maupun 

kultural. Kendala tersebut meliputi kondisi geografis dan topografi 

wilayah yang luas serta berbukit/pesisir sehingga menyulitkan 

jangkauan penyuluhan secara merata, masih kuatnya pola pikir 

dikotomis masyarakat yang memisahkan keabsahan hukum agama 

dengan kepastian hukum negara, belum lengkapnya dokumen 

administrasi kependudukan milik calon pengantin, keterbatasan 

wewenang KUA yang sebatas pelayanan tanpa dibekali wewenang 

penindakan penegakan hukum (punitive power), minimnya angka 

partisipasi warga dalam agenda edukasi nagari, keberadaan oknum 

praktisi keagamaan lokal yang bersedia memfasilitasi akad nikah siri, 

serta mispersepsi publik terkait besaran biaya pencatatan nikah resmi. 

5.2. Saran 

             Guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum keluarga serta 

menekan angka perkawinan tidak tercatat di masa mendatang, diperlukan 

sinergi berkelanjutan dari berbagai pihak terkait. Bagi Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan, direkomendasikan untuk memperluas 

jangkauan sosialisasi edukatif secara masif hingga ke wilayah jorong dan 

nagari pelosok yang terisolir, salah satunya dengan memanfaatkan kanal 

media sosial dan pendekatan digital berbasis komunitas. Selain itu, KUA 

perlu menguatkan kerja sama lintas instansi bersama Pengadilan Agama 

Painan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan untuk memfasilitasi program Isbat Nikah Terpadu secara berkala 
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bagi pasangan yang terlanjur menikah siri tanpa halangan syar'i.  Di tingkat 

pemerintahan lokal dan keadatannya, Pemerintah Nagari bersama para 

pemangku adat (Niniak Mamak) diharapkan mampu memformulasikan 

konsensus lokal atau regulasi khusus di tingkat nagari yang secara tegas 

melarang fasilitasi perkawinan di bawah tangan. Langkah ini hendaknya 

diimbangi dengan pemberian tindakan atau sanksi sosiologis kepada oknum 

tokoh lokal yang terbukti memimpin atau memfasilitasi prosesi nikah siri di 

wilayahnya. Bagi masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan, sangat diharapkan 

adanya peningkatan kesadaran hukum untuk memahami bahwa legalitas 

negara sama pentingnya dengan keabsahan agama demi menjamin 

perlindungan hak keperdataan istri serta kepastian dokumen identitas anak 

di masa depan. Masyarakat dianjurkan untuk senantiasa memanfaatkan 

layanan konsultasi resmi di KUA guna memperoleh informasi yang akurat 

mengenai kemudahan dan ketiadaan biaya pendaftaran nikah pada jam kerja 

kantor.  
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